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TENTANG BEA PEROLEHAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN 
ABSTRAK
:  
a.
bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah adalah pajak daerah;


b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan  Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah;


c. 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dasar Hukum:

1. 
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125;

6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119;

10.
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153;

11.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, dengan sistematika sebagai berikut: 
a.
Ketentuan Umum;
b.
Nama, objek dan subjek pajak;
c.
Dasar pengenaan tarif dan cara penghitungan;
d.
Wilayah pemungutan;
e.
Tata cara pemungutan;
f.
Surat tagihan;
g.
Tata cara pembayaran dan penagihan;
h.
Keberatan dan banding;
i.
Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;

j.
Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;

k.
Pengembalian kelebihan pembayaran;

l.
Kedaluwarsa penagihan;

m.
Pembukuan dan pemeriksaan
n.
Insentif pemungutan
o.
Ketentuan khusus

p. 
Penyidikan

q. 
Ketentuan Pidana

STATUS

:    -     Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

· Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

· Diundangkan pada tanggal 1 April 2011.

CATATAN
: 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan baik hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun dan hak pengelolaan. 
